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PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 503/70/IPSPN-PAUD/100.26

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Menimbang . a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pembernan
rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan keterbatasan
Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat
diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan
mampu menjadi alternative dalam peningkatan kualitas bangsa;

b. bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat
dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi
daerah serta memberikan masukan dan dukungan Masyarakat
serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotivasi
peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan
kekuatan yang perlu menjadi perhatian;

c. bahwa demi ketertiban Administrasi PenyelenggaraanLembaga
Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya,
sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, yang
ditetapkan dalam keputusan KepalaDinas.

Mengingat . 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan
dan Kebudayaan:;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak:

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional:

5. Undang-undang Nomor17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 - 2025

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemernntah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

7. Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standa
Nasional Pendidikan
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8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terinmtegras: Secara Elektronik.
0 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kera Kementerian Pendidian
10 mwmwmintmm
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan RI Nomor B84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Us@a
Dini.

12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun
Kebudayaan Penddikan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah.
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. Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Nonformal TK Tunas Harapan Bangsa ini, dibebankan
pada APBS Lembaga PAUD vyang bersangkutan sepanjang
mengikuti aturan Perundang-undangan yang berlaku;

: Dalam Kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang
menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan
dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak
‘menuntut insentif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di
mngkunganl.embaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh
~ Pemerintah;

. lzin Penyelen 'garsm’ﬁ ‘Satuan &Penﬁi‘dfhan Nonformal ini berlaku

:;;-".-j' .'j_,_'l'.la) ‘Tahun & _,;';.f. _a_k dikeluarkannya surat ini dan
mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga
aplllﬁh) hari "sabeium izmrﬁberakhlr
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